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ABSTRAK

Judul Tugas Akhir : Tinjauan atas Implementasi kebijakan Keputusan
Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang
Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di
Bapenda Provinsi Sumatera Barat .

Pembimbing : Dr. Rosyeni Rasyid, S.E, M.E.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan atas Implementasi
kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang
Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera
Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pembebasan pokok pajak ini telah
meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum adanya
kebijakan sebesar Rp 243,1 miliar lalu saat adanya kebijakan naik nya realisasi
penerimaan sebanyak Rp 19,04 miliar dari tahun sebelumnya serta meningkatkan
jumlah wajib pajak. Adapun tantangan utama adalah rendahnya kesadaran wajib
pajak dan masalah administrasi maka BAPENDA mengatasinya melalui sosialisasi
intensif melalui media online, penagihan, penguatan infrastruktur pembayaran
seperti aplikasi Signal, drive-thru, Bank Nagari dan razia kendaraan bersama
instansi terkait.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembebasan Pokok PKB, Pajak
Kendaraan Bermotor, BAPENDA Sumatera Barat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi kebijakan fiskal merupakan bagian dari upaya
mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia
menggunakan sistem desentralisasi fiskal, yang berarti pemerintah
daerah memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan
negara. Namun, untuk pembangunan yang merata di seluruh negara maka
sistem keuangan yang adil dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah
diperlukan.

Pemerintah  Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan
yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan,
akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang, pemerintah juga
memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan
sumber pembiayaan yang memadai dan meminta kepastian mengenai
ketersediaan pendanaan dari pemerintah pusat yang sejalan dengan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain
itu, pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk memungut dan

mengelola pajak, serta untuk mengatur dan memungut pajak.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang
diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pendapatan Asli
Daerah (PAD) memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk
mengelola pajak dan retribusi secara efisien, menyederhanakan regulasi
pajak daerah dan retribusi daerah, dan mendorong peningkatan PAD
melalui skema insentif berbasis kinerja fiskal.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-697-2024 atas
Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dibuat untuk
meringankan beban perekonomian masyarakat, meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan
bermotor yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan kendaraan
serta untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya
untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajakanya.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Kantor Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, wajib pajak harus membayar
pajak kendaraan bermotor yang terutang sesuai dengan Surat Ketetapan
Pajak yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Barat. Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Data Jumlah Wajib Pajak Menunggak dan Jumlah Pajak yang Belum

Dibayar Pada Tahun 2023:



Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Menunggak dan Jumlah Pajak

yang Belum Dibayar 2023
No Jenis Kendaraan Jumlah Wajib Pajak Jumlah Pajak
A | MOBIL PENUMPANG
Sedan 914 1.109.158.400
Jeep 654 1.571.887.000
Minibus 4.239 7.566.050.500
Mobil Roda 3 0 0
Microbus 83 172.427.900
Bus 3 22.348.600
B | MOBIL BARANG
Pick Up 2.421 3.434.363.700
Blind Van 41 64.767.200
Light Truck 1.011 2.930.594.100
Truck 246 1.204.588.500
C | SEPEDA MOTOR
Roda Dua 38.911 8.501.968.300
Roda Tiga 99 19.069.100
Jumlah 48.622 26.597.223.300

Sumber : Olahan Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumbar, 2025

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun
2023 jumlah wajib pajak yang menunggak dan jumlah pajak yang belum
dibayar mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kurangnya tingkat
kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak,
maka pemerintah daerah (BAPENDA) membuat kebijakan ini yang
disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat untuk meningkatkan kesadaran
wajib pajak serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan
datang guna untuk pembangunan daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas
Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-
697-2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di

Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Penulis bermaksud menyusun tugas



akhir yang berjudul Tinjauan atas Implementasi kebijakan Keputusan

Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang Pembebasan Pokok

Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan
yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Realisasi penerimaan PKB sebelum dan saat adanya
Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024.

2. Tantangan dan Upaya apakah yang dihadapi BAPENDA dalam
melaksanakan Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No
903-697-2024.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian permasalahan yang dipaparkan diatas ,
maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan PKB sebelum
dan saat adanya Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No
903-697-2024.

2. Untuk mengetahui Tantangan dan Upaya apakah yang dihadapi
BAPENDA dalam melaksanakan Kebijakan Keputusan Gubernur
Sumatera Barat No 903-697-2024.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian teoritis dan praktis yang diharapkan dari

penelitian ini, yaitu :



1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Penulis
Penulis dapat mengembangkan wawasan tentang berbagai
konsep teoritis yang berkaitan dengan kebijakan pajak
kendaraan bermotor, serta memahami berbagai faktor yang
memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.
b. Bagi Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi dapat menggunakan hasil penelitian ini
sebagai referensi dalam pengajaran dan pembelajaran
mengenai perpajakan daerah yang berfokus pada kesejahteraan
masyarakat.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Bapenda Provinsi Sumatera Barat
Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber
informasi yang berguna untuk melakukan evaluasi dan menjadi
pertimbangan dalam merancang kebijakan di Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat.
b. Bagi Masyarakat
Kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya membayar pajak. Dengan adanya
pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, masyarakat lebih

termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Kebijakan Keputusan
Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 terhadap Implementasi
Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024
Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Di BAPENDA
Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan bahwa program ini
memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli
daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, keberhasilan program
dapat dilihat melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan ini menunjukkan peningkatan yang
mencolok dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Secara keseluruhan, selama periode implementasi kebijakan realisasi
penerimaan PKB meningkat sebesar Rp 19,04 miliar dibandingkan
periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Program
pembebasan pokok pajak ini berhasil mendorong wajib pajak yang
sebelumnya menunggak untuk melunasi kewajiban pajaknya.

2. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang
melibatkan tiga instansi (Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja)
seringkali menghadapi kendala administrasi. BAPENDA melakukan

sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media cetak, media
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online, dan terutama melalui akun media sosial kepala daerah
(Instagram, Facebook, TikTok) serta keikutsertaan influencer di
Sumatera Barat yang memiliki jangkauan luas dan penyebaran
informasi yang cepat.
B. Saran

1. Bagi BAPENDA Sumatera Barat, diperlukan peningkatan sinergi
dengan pihak Kepolisian dan Jasa Raharja terkait persyaratan
administrasi sehingga wajib pajak dapat lebih mudah dalam memenuhi
kewajiban pembayaran pajaknya selama masa penerapan kebijakan

tersebut sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.
2. Bagi Wajib Pajak, penting bagi individu atau masyarakat secara
kolektif untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak agar
pendapatan daerah tercukupi dan perkembangan daerah dapat

terlaksana.
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